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BAB I

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Recana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Recana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk

memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun

2019.

3. Recana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus
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mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang

mengatur antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu

RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Regulasi yang menetapkan keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

b. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2019 adalah:

- Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015;

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggunggjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor  3 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
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- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi.,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupatebn Bojonegoro.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk

melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan serta review pelaksanaan program

/ kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun

perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2019.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memberikan

arah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program

dan Kegiatan di Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam memahami isi dari

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019,

maka disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

- Bab I : Pendahuluan

- Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Tahun Lalu

- Bab III : Tujuan dan Sasaran PD

- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan PD

- Bab V : Penutup


